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ABSTRAK

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang berguna untuk
membiayai segala bentuk kegiatan pemerintah daerah, salah satu bagian dari pajak daerah
adalah pajak hotel. Pajak hotel merupakan salah satu pajak yang berhubungan dengan
sektor pariwisata, maka faktor seperti jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan PDRB dapat
mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan PDRB terhadap penerimaan pajak hotel di
Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
survey dengan tipe penelitian deskriptif verifikatif melalui pendekatan kuantitatif. Data
penelitian terdiri dari laporan target dan realisasi pajak hotel tahun 2011-2017, data
jumlah wisatawan tahun 2011-2017, data jumlah hotel tahun 2011-2017, dan PDRB atas
dasar harga konstan 2010 pada tahun 2011-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, jumlah hotel tidak
berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, PDRB berpengaruh secara signifikan
terhadap penerimaan pajak hotel, dan secara simultan jumlah wisatawan, jumlah hotel,
dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Kata Kunci : Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, PDRB, Penerimaan Pajak Hotel

ABSTRACT

Regional tax is one of the regional revenue that is useful to finance all forms of local
government activities, one part of regional tax is hotel tax. Hotel tax is one tax that is
related to the tourism sector, so factors such as the number of tourists, the number of
hotels, and GRDP can affect hotel tax revenue. The purpose of this study is to determine
the effect of the number of tourists, hotels, and GRDP on hotel tax revenue in the city.
Bandung. The research method used in this study is a survey method with a type of
descriptive research verification through a quantitative approach. The research data
consisted of a target report and realization of hotel tax in 2011-2017, data on the number
of tourists in 2011-2017, data on the number of hotels in 2011-2017, and GRDP based
2010 constant price in 2011-2017. The results showed that the number of tourists had
no effect on hotel tax receipts, the number of hotels did not affect hotel tax revenue, the
GRDP had a significant effect on hotel tax revenue, and simultaneously the number of
tourists, the number of hotels and GRDP had a significant effect on hotel tax revenue.
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PENDAHULUAN

Setelah pemerintah pusat
memberlakukan Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah,
maka pemerintah pusat memberikan
kewenangan kepada pemerintah daerah
dari mulai Provinsi, Kota, dan Kabupaten
untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan  pemerintahan  menurut  asas
otonomi dan kepentingan masyaraka
setempat. Pemerintah daerah

berkesempatan untuk membuat rencana
keuangan daerahnya sendiri dari mulai

pendapatan  daerah, belanja daerah,
pembiayaan, sampai dengan pinjaman
daerah.

Dengan adanya otonomi daerah
pemerintah dituntut untuk
mengembangkan potensi sumber daya
yang ada didaerah tersebut guna
terciptanya pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat (Wertianti &
Dwirandra, 2013). Otonomi daerah
memberikan manfaat bagi masyakat yaitu
dengan adanya pembangunan didaerah
(Wati & Fajar, 2017). Fokus pembangunan
didaerah adalah meningkatkan kapasitas
ekonomi dan kualitas manusia yang
sekarang dan yang akan datang (Wildan,
2018).

Faktor pendorong pertumbuhan
ekonomi dapat dilihat dari pengeluaran
atau belanja pemerintah daerah dalam
anggaran pendapatan belanja  daerah
(APBD) setiap satu tahun anggaran
(Onibala, llat, & Kalangi, 2014).
Pemerintah daerah dituntut  oleh
pemerintah pusat untuk menggali potensi
daerahnya secara maksimal
(J.R.Walakandou, 2013).  Pemerintah
daerah harus mulai mengurangi
ketergantungan pada bantuan  yang
diberikan oleh pemerintah pusat (Nugraha
& Muid, 2012).

Saat ini pemerintah daerah masih belum
bisa lepas dengan dana sumbangan dari
pemerintah pusat (J.R.Walakandou, 2013).
pemerintah daerah harus mandiri karena
tidak semua  sumber  pembiayaan
pemerintah  pusat diberikan  kepada
pemerintah daerah (Nurdin & Riana,
2013). Dana alokasi umum berasal dari
APBN dengan tujuan untuk diberikan

kepada  pemerintah  daerah  untuk
pemerataan keuangan antar daerah dan
untuk membiayai kepentingan daerah
(Wandira, 2013).

Pejabat  pemerintah
memperhatikan ~ pengelolaan  keuangan
daerah yang sedang berjalan agar
tercapainya  kinerja yang  maksimal
(Safwan, Nadirsyah, & Abdullah, 2014).
Pejabat yang melakukan pengelolaan
keuangan pemerintah harus
memperhatikan dan menerapkan asas-asas
hukum tertentu. Demi mencapai pelayanan
dan pengelolaan keuangan pemerintah
meningkat (Rachmat, 2010). Pendapatan
Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu
bentuk pengelolaan keuangan daerah harus

wajib  untuk

digali  potensinya secara  maksimal
(Nugraha & Muid, 2012).
Sumber-sumber  keuangan  tersebut

harus memadai dan cukup guna untuk
membiayai urusan rumah tangga daerah itu
sendiri  (Bernardin, 2017). Pendapatan
daerah bermanfaat bagi pemerintah daerah
untuk membangun wilayahnya sendiri baik
itu infrastruktur maupun non infrastruktur
untuk keperluan masyarakat (Bernardin &
Sofyan, 2017).

Pajak daerah sebagai salah satu bagian
dari pendapatan asli daerah, dimana pajak
daerah menjadi penyumbang terbesar
sumber dana dibandingkan  dengan
pendapatan yang lainnya (Handayani &
Nuraina, 2012). Pajak daerah berguna bagi
pembangunan daerah dan penyelenggaraan
pemerintah daerah (Mikha, 2010). Selain
itu pajak daerah juga berguna untuk
menekan inflasi (Bernardin, 2017). Pajak
daerah sangat penting bagi pemerintah
daerah, maka pemerintah daerah harus
mendahulukan kepentingan rakyatnya dan
bertindak adil dalam mengambil keputusan
yang menyangkut dengan pajak daerah
(Kusuma & Wirawati, 2013).

Pajak hotel termasuk didalam pajak

daerah  yang  menjadi  wewenang
kota/kabupaten (Adam, 2013). Undang
Undang Nomor 28 Tahun 20009,

menjelaskan bahwa pajak hotel merupakan
pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
hotel. Pajak hotel dipungut di tempat
dimana hotel tersebut berlokasi (Alista,
2014).
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Sektor pariwisata sebagai salah satu
bagian dari pendapatan daerah yang sangat
diperlukan oleh pemerintah daearah (Supit,
Kumenaung, & Tumilaar, 2015). Letak
geografis suatu daerah menjadi salah satu
penentu berkembangnya potensi pariwisata
(Suleman, 2018). Ciri khas dan
karakteristik setiap daerah berbeda, maka
dari itu pemerintah daerah  harus
mengembangkan potensi tersebut (Bagus
& Purbadharmaja, 2019).

Kunjungan wisatawan sangat penting
untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah
yang bergantung pada sektor pariwisata
(Dewi & Bendesa, 2013). Jumlah
kunjungan wisatawan akan membantu
perekonomian masyarakat dan
pembangunan daerah (Widiana & Sudiana,
2015). Wisatawan yang melakukan
perjalan di suatu daerah akan membeli
barang untuk keperluannya maupun untuk
oleh-oleh (Roostika, 2012).

Hotel merupakan perusahaan yang
dikelola oleh seseorang yang memberikan
pelayanan makanan, minuman, dan kamar
untuk menginap kepada orang yang sedang
berkunjung dan mampu membayar sesuai
dengan palayanan yang diterimanya (Moha
& Loindong, 2016). Akomodasi sangat
penting bagi wisatawan yang sedang
berkunjung ke suatu daerah (Sumarabawa,
2013). Akomodasi yang memiliki fasilitas
yang baik akan mampu menarik wisatawan
untuk datang kembali (Azizah, 2012).

Pendapatan nasional merupakan
pendapatan yang diterima oleh masyarakat
sebagai pemilik faktor produksi (Murni,
2013). Pendapatan nasional menjadi salah
satu tolak ukur yang dapat digunakan
untuk menilai kondisi perekonomian suatu
Negara (Naf’an, 2014). Pemerintah pusat
saat ini sedang fokus pada pembangunan
nasional (Mulyanti & Sunardjo, 2019).

Pembangunan nasional mendorong
berkembangnya pembangunan  daerah
(regional) (Adisasmita, 2013).
Pembangunan menjadi  dasar bagi
pemerintah untuk mengetahui
pertumbuhan ekonomi daerah (Wildan,
2018). Pemerintah daerah harus
memperhatikan pembangunan yang ada di

Bruto (PDRB) dengan dasar harga konstan
digunakan untuk mengetahui pertumbuhan
ekonomi secara riil dari tahun ke tahun di
suatu wilayah atau daerah (Sutrisno, 2013).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Alista (2014) yang meneliti pengaruh
jumlah wisatawan, laju inflasi, dan PDRB
terhadap penerimaan pajak hotel di

Kabupaten Tulungagung. Hasilnya
menunjukkan bahwa variabel PDRB
berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan pajak hotel, sedangkan jumlah
wisatawan dan inflasi tidak mempunyai
pengaruh signifikan terhadap variabel
penerimaan pajak hotel.

Penelitian lain yang dilakukan oleh
Adam (2013) yang meneliti pengaruh
jumlah wisatawan dan jumlah hotel
terhadap penerimaan pajak hotel di Kota
Manado. Hasilnya menunjukkan bahwa

jumlah hotel berpengaruh signifikan
terhadap  penerimaan  pajak  hotel,
sedangkan  jumlah  wisatawan tidak

berpengaruh terhadap penerimaan pajak
hotel.

Penelitian lain yang dilakukan oleh
Aliandi & Handayani (2013) yang meneliti
pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel
dan tingkat hunian hotel terhadap
penerimaan  pajak hotel di Kota
Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa
jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel
berpengaruh positif terhadap penerimaan
pajak hotel, sedangkan jumlah hotel tidak
berpengaruh terhadap penerimaan pajak
hotel.

KAJIAN LITERATUR
Wisatawan

Undang-undang No.10 tahun 2009
tentang kepariwisataan pasal 1
menyebutkan bahwa wisatawan adalah
orang yang melakukan wisata. Wisata
adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan
oleh seseorang atau sekelompok orang
dengan mengunjungi tempat tertentu untuk
tujuan rekreasi, pengembangan pribadi,
atau mempelajari keunikan daya tarik
wisata yang dikunjungi dalam jangka
waktu sementara. WTO (Word Trade
Organization) menjelaskan definisi
wisatawan merupakan setiap orang yang

daerah (Aliandi & Handayani, 2013). bertempat tinggal di suatu negara tanpa
Perhitungan Produk Domestik Regional memandang kewarganegaraannya,
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berkunjung ke suatu tempat pada negara
yang sama untuk jangka waktu lebih dari
24 jam yang tujuan perjalanannya dapat
diklasifikasikan pada salah satu hal berikut
ini: memanfaatkan waktu luang untuk
berkreasi, liburan, kesehatan, pendidikan,
dan olah raga , bisnis untuk mengunjungi
kaum keluarga (Suryadana & Octavia,
2015). Wisatawan terdiri dari 2 jenis yaitu
wisatawan domestik dan mancanegara
(Alan, Ethiika, & Puttri, 2016).

Definisi wisatawan mancanegara adalah
orang yang sedang melakukan perjalanan
atau kunjungan pada Negara yang bukan
Negara asalnya untuk berlibur, berobat,
berbisnis, berolahraga serta menuntut ilmu
(Alista, 2014). Wisatawan mancanegara

bisa dilihat dari status
kewarganegaraannya, dokumen
perjalanannya, dan jenis wuang yang

dibelanjakan (Suryadana & Octavia, 2015).
Seseorang masuk ke dalam kategori
wisatawan apabila orang tersebut berada di
dalam suatu Negara yang bukan Negara
asalnya serta melakukan perjalanan dalam
jangka waktu 24 jam dan maksimal 3
bulan di Negara tersebut (Dewi &
Bendesa, 2013). Definisi wisatawan
domestik adalah orang yang sedang
melakukan wisata di wilayah negara
tempat dia tinggal (Maulana, 2016).
Seorang wisatawan dikatakan wisatawan
domestik apabila wisatawan tersebut
melakukan perjalanan wisata dalam batas
wilayah negaranya sendiri tanpa melewati
perbatasan negaranya (Suryadana &
Octavia, 2015).

Kunjungan wisatawan pada suatu
Daerah Tujuan Wisata (DTW)
memberikan dampak terhadap warga
setempat (Rahma & Handayani, 2013).
Wisatawan yang sedang berkunjung ke
suatu daerah akan membutuhkan barang
dan jasa di daerah tersebut (Widyaningsih
& Budhi, 2014). Para wisatawan biasanya
akan berkunjung lebih dari 1 tujuan objek
wisata (Sudiana, 2016).

Faktor budaya menjadi daya tarik bagi
wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia
(Kirom, Sudarmiatin, & Putra, 2016).
Wisata alam pun menjadi salah satu daya
tarik bagi wisatawan mancanegara maupun
domestik untuk menjelajahi wilayah yang

ada di Indonesia (Sumarabawa, 2013).
Wisatawan menjadi penting bagi suatu

negara/wilayah untuk mengukur
keberhasilan  negara  tersebut dalam
mengelola  destinasi  wisata  (Hanif,

Kusumawati, & Kholid Mawardi, 2016).
Hotel

Sarana akomodasi (penginapan) dapat
diartikan sebagai bangunan dalam bentuk
apapun yang memiliki kamar-kamar tidur
untuk menginap, baik dengan tambahan
pelayanan makanan dan minuman atau
tidak (Rachmadi, 2017). Akomodasi
meliputi berbagai macam hotel dan
berbagai macam jenis fasilitas lain yang
berhubungan dengan pelayanan untuk para
wisatawan yang berniat untuk bermalam
selama perjalanan wisata yang mereka
lakukan (Suryadana & Octavia, 2015).
Usaha penginapan (akomodasi) atau sering
juga disebut lodging establishment
merupakan tempat bagi seseorang untuk
tinggal sementara, dapat berupa hotel,
losmen, resort, apartement dan sebagainya
(Herman, Brahmanto, & Hamzah, 2018).

Jasa penginapan atau hotel sangat
dibutuhkan oleh industri pariwisata yang
semakin berkembang (Susepti, Hamid, &

Kusumawati, 2017). Hotel merupakan
jenis akomodasi yang dikelola secara
komersial dan professional, disediakan

bagi setiap orang yang ingin mendapatkan

pelayanan penginapan, makanan dan
minuman, hiburan seperti night club,
discotheque, serta pelayanan menarik

lainnya (Undang Undang Nomor 10 Tahun
2009 tentang kepariwisataan) (Herman,
Brahmanto, & Hamzah, 2018). Undang

Undang Nomor 28 Tahun 20009,
menjelaskan  Pengertian  hotel adalah
fasilitas penyedia jasa

penginapan/peristirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran,
yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10 (sepuluh). Hotel
merupakan bangunan khusus disediakan
bagi orang untuk menginap/beristirahat
termasuk memperoleh pelayanan dan
fasilitas lainnya dengan dikenakan bayaran
(Udayantini, Bagia, & Suwendra, 2015).
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PDRB

Pertumbuhan ekonomi sangat erat
kaitannya dengan nilai tambah produksi
atau kenaikan pendapatan perkapita
(Suliswanto, 2010). Pertumbuhan ekonomi
erat hubungannya  dengan  Produk
Domestik Bruto (PDB) untuk skala
nasioanl dan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) untuk skala provinsi atau
kabupaten/kota (Nurmainah, 2013). PDRB
merupakan bagian dari PDB, ketika PDRB
mengalami penurunan atau peningkatan
maka akan berpengaruh terhadap PDB
(Mawarni, Darwanis, & Abdullah, 2013).

PDB merupakan nilai barang atau jasa
yang dihasilkan oleh suatu negara dalam
suatu periode tertentu dengan
menggunakan faktor produksi  miliki
warganegaranya dan milik warganegara
lain (Dama, Lapian, & Sumual, 2016).
PDRB merupakan nilai tambah untuk
barang ataupun jasa yang didapatkan oleh

wilayah/daerah  (Alista, 2014). PDRB
merupakan jumlah dari keseluruhan
produk vyang dihasilkan oleh suatu
wilayah/daerah dalam suatu periode
(Alhudhori, 2017).

PDRB  dapat digunakan  untuk
menghitung perubahan harga dengan

menggunakan perhitungan deflator PDRB
(merupakan rasio antara harga berlaku dan
harga konstan) (Sutrisno, 2013). PDRB
merupakan salah satu cara untuk
mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu
wilayah/daerah (Mirza, 2012). Tujuan dari
pembangunan ekonomi didaerah adalah
meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi
didaerah  (Laisina, Masinambow, &
Rompas, 2015).

Pertumbuhan ekonomi wilayah/daerah
merupakan  pertambahan  pendapatan
seluruh  masyarakat yang berada di
wilayah/daerah tersebut (Rasyid, 2016).
Semakin tinggi nilai PDRB disuatu daerah
maka akan semakin tinggi pertumbuhan
ekonomi di daerah tersebut (Alista, 2014).
PDRB menjadi tolak ukur bagi pemerintah
dalam mengambil kebijakan pembangunan
kedepannya (Laisina et al., 2015)

Capaian pembangunan  daerah
dapat dilihat dengan jelas melalui angka
yang terdapat di dalam PDRB (Maharani,

2016). PDRB dapat dilihat melalui 2
perhitungan yaitu menurut lapangan usaha
dan penggunaan (Susanti, 2013). PDRB
dapat menggunakan perhitungan atas dasar
harga berlaku atau atas dasar harga konstan
(Sutrisno, 2013).

Pajak Hotel

Sektor pariwisata menjadi bagian utama
dari pendapatan nasional di Yunani
(Thompson &  Thompson,  2010).

Pariwisata menjadi salah satu sektor jasa
terpenting bagi negara Singapura (Meng,
Siriwardana, & Pham, 2013). Telah banyak
negara di dunia mengembangkan industri
pariwisata, karena potensi pariwisata
berguna untuk perekonomian nasional
melalui pendapatan valuta asing (Richard
& Cleveland, 2016).

Pariwisata  menjadi  salah  satu
penyumbang devisa negara (Chang, Lu, &
Hu, 2011). Kegiatan pariwisata selalu
dikenakan pajak tidak langsung (Gago,
Labandeira, Picos, & Rodri, 2009). Di
Portugal khususnya daerah Algarve,
pemerintah memberlakukan pajak
pariwisata agar mengurangi pengrusakan
lingkungan (Oom, Pintassilgo, Matias, &
André, 2012).

Di beberapa negara seperti Bhutan,
Dominika, Kepulauan Balearic (Spanyol),
Venesia dan Florence yang memanfaatkan
pajak dan biaya pariwisata sebagai alat
kebijakan lingkungan (Rey-Magquieira,
Lozano, & GoOmez, 2009). Salah satu
praktik yang umum didunia agar para turis
tidak perlu mengeluarkan biaya karena
dikenakan pajak baru adalah dengan
adanya kontrak jangka panjang antara
penyedia tur dan hotel (Gago et al., 2009).
Industri  pariwisata bermanfaat untuk
pendapatan pajak, peningkatan lapangan
kerja, dan sumber pendapatan tambahan
(Chen, 2011).

Pajak hotel merupakan salah satu pajak
di sektor pariwisata (Gago et al., 2009).
Pajak hotel dikenakan atas penyewaan
kamar diperusahaan penginapan (Toma,
Mcgrath, & Payne, 2016). Persaingan yang
terus berkembang di antara penyedia hotel
dan tekanan terus menerus yang di
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yang lebih besar di industri hotel (Assaf,
Josiassen, Woo, Agbola, & Tsionas, 2017).
Pendapatan  sektor  pariwisata
merupakan bagian dari pendapatan asli
daerah yang berasal dari kegiatan
pariwisata didalamnya terdapat retribusi
dan pajak seperti hotel, restaurant dan yang
lainnya (Udayantini et al., 2015). Di
Indonesia pajak atas hotel diatur dalam
Undang Undang Nomor 28 Tahun 20009,
yang didalamnya menjelaskan bahwa pajak
hotel merupakan pajak atas pelayanan
yang disediakan oleh hotel.
METODE PENELITIAN
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian survey dengan tipe penelitian

deskriptif dan verifikatif.
Sumber Data
Sumber Data yang digunakan pada

penelitian ini berasal dari data sekunder
yang telah diolah oleh Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kota Bandung, Dinas
Kebudayaan dan  Pariwisata  Kota
Bandung, dan Badan Pusat Statistik Kota
Bandung. Teknik penarikan sampel dalam
penelitian ini adalah purposive sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Korelasi

Berikut ini adalah hasil analisis korelasi
jumlah wisatawan, jumlah hotel dan PDRB
terhadap penerimaan pajak hotel

Tabel 1.

Hasil Analisis Korelasi

Logpenerimaa
n_pajak_hotel

Logpenerimaan_pajak_hotel 1

Hasil Korelasi Parsial Jumlah
Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak
Hotel. Berdasarkan analisis tabel 1 dapat
dilihat, diperoleh angka koefisien korelasi
antara  jumlah  wisatawan  dengan
penerimaan pajak hotel adalah sebeser
0,419 dengan arah positif. Artinya jumlah
wisatawan memiliki hubungan yang cukup
kuat dengan penerimaan pajak hotel.
Tanda positif menunjukkan bahwa ketika

jumlah  wisatawan meningkat, maka
penerimaan  pajak hotel  meningkat.
Korelasi X1 jumlah wisatawa tidak

signifikan karena angka signifikansi (sig)
penelitian 0,175> 0,05.

Hasil Korelasi Parsial Jumlah
Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel.
Berdasarkan analisis tabel 1. dapat dilihat,
diperoleh angka koefisien korelasi antara
jumlah hotel dengan penerimaan pajak
hotel adalah sebeser 0,462 dengan arah
positif. Artinya jumlah hotel memiliki
hubungan yang cukup kuat dengan
penerimaan pajak hotel. Tanda positif
menunjukkan bahwa ketika jumlah hotel
meningkat, maka penerimaan pajak hotel
meningkat. Korelasi X2 jumlah hotel
Korelasi tidak signifikan karena angka
signifikansi (sig) penelitian 0,148> 0,05.

Hasil Korelasi Parsial PDRB
terhadap  Penerimaan  Pajak  Hotel.
Berdasarkan analisis tabel 1 dapat dilihat,
diperoleh angka koefisien korelasi antara
PDRB dengan penerimaan pajak hotel
adalah sebeser 0,988 dengan arah positif.
Artinya jumlah PDRB memiliki hubungan
yang sangat kuat dengan penerimaan pajak
hotel. Tanda positif menunjukkan bahwa

Logjumlah_wisatawan 419 ketika PDRB meningkat, maka penerimaan

Logjumlah_hotel ,462 . . .

Logpdrb 988 pajak hotel meningkat. Korelasi X3 PDRB
bersifat  signifikan karena  angka
signifikansi  (sig)  penelitian  sebesar
0,000<0,05.

Sig.(1-tailed)

Logpenerimaan_pajak_hotel

Logjumlah_wisatawan ,175

Logjumlah_hotel ,148

Logpdrb ,000

Sumber : Data sekunder diolah (2019)
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Tabel 2.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients®

odel Unstandardized Coefficients Standardized T Sig.
Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) -4,015 2,272 -1,767 ,175
LOG_jumlah_wisatawan -,435 ,406 -,140 -1,072 ,362
LOG_jumlah_hotel -,213 ,503 -,053 -,424 ,700
LOG_pdrb 2,309 ,282 1,081 8,182 ,004

Sumber : Data sekunder diolah (2019)

Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap
Penerimaan Pajak Hotel

Berdasarkan tabel 2 diperoleh hasil nilai t
hitung yang kemudian akan dibandingkan
dengan nilai t tabel. T tabel diperoleh dari
t(a/2 ; n-k-1) berarti (0,025 ; 3) nilai t tabel
=3,182

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa
nilai standardized coefficients beta yaitu -
0,140 adalah besarnya pengaruh secara
parsial  jumlah  wisatawan terhadap
penerimaan pajak hotel.

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa
HA ditolak dan HO diterima karena t
hitung sebesar -1,072 dengan arah negatif.
Hasil uji pengaruh jumlah wisatawan (X1)
terhadap penerimaan pajak hotel (Y)
diperoleh t hitung lebih kecil dari t tabel (-
1,072 < 3,182). Hal ini mengindikasi
bahwa jumlah wisatawan secara parsial

tidak berpengaruh signifikan terhadap
penerimaan pajak hotel.
Pengaruh Jumlah Hotel terhadap

Penerimaan Pajak Hotel

Berdasarkan tabel 2 diperoleh hasil nilai t
hitung yang kemudian akan dibandingkan
dengan nilai t tabel. T tabel diperoleh dari
t(a/2 ; n-k-1) berarti (0,025 ; 3) nilai t tabel
=3,182

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa
nilai standardized coefficients beta yaitu -
0,053 adalah besarnya pengaruh secara
parsial jumlah hotel terhadap penerimaan
pajak hotel.

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa
HA ditolak dan HO diterima karena t

hitung sebesar -0,424 dengan arah negatif.
Hasil uji pengaruh jumlah hotel (X2)
terhadap penerimaan pajak hotel (Y)
diperoleh t hitung lebih kecil dari t tabel (-
0,424 < 3,182). Hal ini mengindikasi
bahwa jumlah hotel secara parsial tidak
berpengaruh signifikan terhadap
penerimaan pajak hotel.

Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan
Pajak Hotel

Berdasarkan tabel 2 diperoleh hasil nilai t
hitung yang kemudian akan dibandingkan
dengan nilai t tabel. T tabel diperoleh dari
t(a/2 ; n-k-1) berarti (0,025 ; 3) nilai t tabel
= 3,182

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa
nilai standardized coefficients beta yaitu
1,081 adalah besarnya pengaruh secara
parsial PDRB terhadap penerimaan pajak
hotel.

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa
HA diterima dan HO ditolak karena t
hitung sebesar 8,182 dengan arah negatif.
Hasil uji pengaruh PDRB (X3) terhadap
penerimaan pajak hotel (Y) diperoleh t
hitung lebih besar dari t tabel (8,182 >
3,182). Hal ini mengindikasi bahwa jumlah
wisatawan secara parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap penerimaan pajak
hotel.

Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah
Hotel, dan PDRB terhadap Penerimaan
Pajak Hotel

Berikut ini adalah hasil analisis jumlah
wisatawan, jumlah hotel dan PDRB secara
simultan terhadap penerimaan pajak hotel
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Tabel 3.
Hasil Analisis Uji F
ANOVA?
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression ,133 3 ,044 65,950 ,003°
1 Residual ,002 3 ,001
Total ,135 6

Sumber : Data sekunder diolah (2019)

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui

bahwa nilai F  hitung adalah

sebesar 0,133 untuk mengetahui pengaruh
jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan
PDRB terhadap penerimaan pajak hotel
secara simultan dengan menggunakan
tingkat kepercayaan yaitu a=5% atau 0,05
(uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan
(df1=k) maka dfl= 3 dan (df2= n-k) maka
df2 = 7-3-1= 3 berarti nilai f tabel =9,28.
Maka hasil yang diperoleh  dari
perbandingan f hitung lebih besar dari f
tabel yakni 65,950 > 9,28 sehingga pada
tingkat kesalahan 5% HO ditolak maka HA
diterima yang artinya secara simultan
jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan
PDRB berpengaruh signifikan terhadap
penerimaan pajak hotel dengan tingkat
signifikan 0,003 maka nilai signifikan
lebih kecil dari 0,05. Dapat diketahui
bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel,

dan PDRB berpengaruh  signifikan
terhadap penerimaan pajak hotel
PENUTUP

bertambahnya PDRB diikuti dengan
meningkatnya penerimaan pajak hotel.

Variabel jumlah wisatawan, jumlah
hotel, dan PDRB memberikan pengaruh
terhadap penerimaan pajak hotel. Jadi
variabel jumlah wisatawan, jumlah hotel,
dan PDRB memberikan  kontribusi
pengaruh yang sangat besar terhadap
penerimaan pajak hotel.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang
menunjukan pengaruh PDRB signifikan
terhadap  penerimaan  pajak  hotel
membuktikan bahwa produktivitas
masyarakat kota bandung meningkat.

Pemerintah daerah Kota Bandung
diharapkan dapat memanfaatkan PDRB

Simpulan

Variabel jumlah wisatawan tidak
memberikan pengaruh terhadap
penerimaan  pajak  hotel.  Semakin

bertambahnya jumlah wisatawan tidak
diikuti dengan meningkatnya penerimaan
pajak hotel. Jumlah wisatawan tidak
berpengaruh  karena wisatawan yang
datang ke kota Bandung tidak semua
menginap di hotel, melainkan ada yang
menginap di rumah kerabatnya

Variabel jumlah hotel tidak
memberikan pengaruh terhadap
penerimaan  pajak  hotel.  Semakin

bertambahnya jumlah hotel tidak diikuti
dengan meningkatnya penerimaan pajak
hotel. Jumlah Hotel tidak berpengaruh
karena tingkat hunian dan rata rata lama
tinggal tamu yang datang ke hotel sangat
kurang.

Variabel PDRB memberikan pengaruh
terhadap penerimaan pajak hotel. Semakin
untuk meningkatkan penerimaan pajak
hotel.

Untuk peneliti selanjutnya
diharapkan penelitian ini dapat menjadi
acuan untuk  melakukan  penelitian
berikutnya dengan menambah daerah
sampel penelitian dan rentang waktu
penelitian sehingga hasil penelitian lebih
dapat digeneralisir.
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